“PENGEMBANGAN MODEL BUMDES BERBASIS POTENSI LOKAL DENGAN PLATFORM DIGITAL DI PROVINSI BENGKULU UNTUK MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PASCA PANDEMI”

A. Latar Belakang
Provinsi Bengkulu salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil tambang. Tanaman Pangan Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain hasil pertanian, sektor perkebunan dan perikanan juga sangat potensial. Pada tahun 2020, produksi komoditas kelapa sawit sebesar 234,83 ton, karet 85,24 ton dan kopi mencapai 62,61 ton. Sementara dari sektor perikanan produksi sebesar 72.749 ton dengan nilai total 2.684 miiar (BPS : 2021).
Jika potensi kekayaan alam ini diolah dan dikembangkan dengan baik, tentu akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat provinsi Bengkulu. Namun faktanya saat ini belum sesuai harapan. Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang cukup kaya, Provinsi Bengkulu masih tergolong salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Pada tahun 2019, angka kemiskinannya masih mencapai 17,03 persen dari jumlah penduduk dan menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera (www.tempo.co).
Kondisi kemiskinan ini makin diperparah dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh dunia. Pandemi ini telah menyebabkan dampak yang cukup besar terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Tidak terkecuali di Provinsi Bengkulu juga terdampak baik dari sisi medis maupun ekonomi. Secara medis, angka kematian penghidap Covid-19 tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 8,9 % dari total pasien yang terkonfirmasi positif (www.kompas.com). Sementara dari sektor ekonomi,, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan pertama 2020 hanya tumbuh 3,82% dibanding periode yang sama pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,08% (www.bengkulutoday.com).
Secara ekonomi, dampak pandemic Covid-19 dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, baik di kota maupun didesa. Namun menurut  CEO Rumah Zakat Indonesia, Nur Efendi, kondisi perekonomian di pedesaan pada masa pandemi Covid-19 masih lebih baik dari perkotaan. Tingkat kenaikan angka kemiskinan di desa masih lebih rendah yakni 0,03 %  disbanding dengan angka kemiskinan di perkotaan yakni naik sebesar 0,06 %. Salah satu penyebabnya adalah karena 87% ekonomi pedesaan bergrak dibidang pertanian. Namun menurutnya, permberdayaan desa tetap harus dilakukan mengingat angka kemiskinan secara umum didesa masih jauh lebh tinggi dari perkotaan, apalagi ditengah wabah Covid-19 (www.republika.co.id)
Desa dapat disebut sebagai tiang penyangga perekonomian suatu daerah. Upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian pedesaan telah banyak dilakukan. Salah satunya yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes. BUMDes diharapkan dapat  memperkuat kapasitas dan dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Namun tidak dapat dipungkiri akibat pandemi Covid-19 berdampak secara serius ke berbagai sektor usaha secara global dari perusahaan besar hingga ke usaha-usaha kecil, termasuk BUMDes. Diketahui bahwa pada masa pandemi ini tercatat dari 51.000 BUMDes yang berdiri di Indonesia hanya 10.000 atau 2% BUMDes yang masih bisa bertahan. Sebanyak 40.000 BUMDes mati karena usahanya terhalang oleh dampak Covid 19. Adapun faktor utama kematian usaha BUMDes adalah ketika pendirian BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa yang dimiliki (Monika & Novianty : 2020).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan usaha yang dikelola BUMDes pada masa pandemi ini adalah dengan melakukan digitalisasi BUMDes berbasis potensi lokal. Hal ini sejalan dengan langkah revitalisasi pemerintah dalam memasuki era pandemi atau normal baru. Meskipun pemerintah melalui Kemendes PDTT telah menyediakan berbagai aplikasi digital yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh BUMDes secara gratis, sampai saat ini jumlah BUMDes digital di Indonesia diperkirakan baru berjumlah 28.000 BUMDes, (Wibowo dalam Monika & Novianty : 2020).
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian tentang program digitalisasi baik terhadap UMKM ataupun desa cukup banyak dilakukan. Misalnya Mansur dkk pada tahun 2019 mengkaji tentang pemanfaatan potensi lokal melalui digital dan interpreuner 4.0 produk bumdes di desa Kertagena Tengah Kec. Kadur Kab. Pamekasan. Selanjutnya Irfan Nursetiawan dkk (2019) tentang digitalisasi produk unggulan desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis berbasis QR code dan facebook marketplace. Selain itu pada tahun 2020, Bagus Putu Wahyu Nirmala Dkk melakukan kajian tentang digitalisasi desa dan potensi wisata di desa Kerta, Kabupaten Gianyar Menuju Pariwisata 4.0. Selanjutnya Wayan Suryathi Dkk (2020) mengkaji tema pemberdayaan bumdes dan pelatihan ketrampilan usaha didesa Sidakarya Denpasar Bali.
Beberapa hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya, penelitian-penelitian diatas tidak fokus pada digitalisasi BUMDes secara khusus namun lebih kepada desa secara umum, sementara penelitian ini lebih khusus pada model pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal dengan platform digital.  Selain itu, lingkup kajian-kajian diatas lebih sempit pada level desa, sementara penelitian ini lingkupnya lebih luas ditingkat provinsi, sehingga hasil penelitian nanti bisa dikembangkan pada level nasional.
Berdasarkan data BPMD Provinsi Bengkulu, pada tahun 2017 Provinsi Bengkulu tercatat memiliki 692 BumDes. Dari segi usaha, sebagian besar BUMDes bergerak di sektor jasa yakni 77 %, perdagangan sebesar 11,8 %, pertanian dan perkebunan 4,2 %, Industri 2,9 %, kemudian peternakan dan perikanan yakni 1,9 % serta bergerak di sektor pariwisata sebesar 0,9 % (Harmiati & Yumarni : 2019). 
Untuk mendukung program digitalisasi BUMDes di Provinsi Bengkulu, berdasarkan data BPS tahun 2020, dari total 1514 desa di provinsi Bengkulu telah terdapat 1455 desa memiliki akses sinyal internet pada Handphone. Selanjutnya sudah ada 1433 desa yang telah memiliki fasilitas laptop dikantor desa (Potensi Desa Provinsi Bengkulu 2019 dalam infografis : BPS Provinsi Bengkulu).
Secara umum, desain program digitalisasi di desa oleh Kemendes PDTT terdiri dari empat program, yakni pertama digitalisasi untuk penyusunan database bagi desa-desa yang berbasis big data dari Kemendes PDTT, kedua Digitalisasi untuk pengembangan potensi unggulan desa, ketiga digitalisasi untuk mempercepat layanan pemerintah desa kepada warga desa, serta keempat digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan desa. Penelitian ini difokuskan pada program ketiga yakni model pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal dengan platform digital untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes yang lebih maju guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
B. Rumusan Masalah
1. Berapa persentase keefektifan BUMDes di Provinsi Bengkulu?
2. Berapa persentase penggunaan sistem digital pada BUMDes di Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana model pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal dengan platform digital di Provinsi Bengkulu?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui  persentase keefektifan BUMDes di Provinsi Bengkulu?
2. Untuk mengetahui persentase penggunaan sistem digital pada BUMDes di Provinsi Bengkulu?
3. Untuk menggali bagaimana model pengembangan BUMDes berbasis platform digital di Provinsi Bengkulu?





